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PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 27 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang: a bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 
2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, yang menyebutkan bahwa Bupat 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat I 
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 
122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor I2 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

7. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

8. Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor I04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 

I0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang--Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembman dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemnerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan nggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4502 1. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4574); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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I8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Intormast 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ). 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 ); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614 ); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pokok--pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. 

28. 

29. 

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 

Peraturan Bupati Klungkung Nomor ! Tahun 2010 tentang Pen;abaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun 
Anggaran 2010; 

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun Anggaran 2010; 
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Menetapkan: 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas.: 

Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Rp 31331.319,426.34 

Rp. 334470,479.012.00 

RD. 81,265434409.98 

2 Belanja 

Jumlah Pendapatan Rp 447067232.848 32 

a Belanja Tidak Langsung 

I ) Belanja Pegawai R.p 284.202.115.514,00 
2) Belanja Bunga Rp. 0.00 
)) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja Hibah Rp. 9.649.222.630,00 

5) Belanja Bantuan Sosial R.p 13.918.282.233,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 338.953.844,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 15.770 784.897.00 

8) Belanja Tak Terduga RD 481 200.000.00 

Rp. 324.360 559 118.00 

b. Belanja Langsung 

I ) Belanja Pegawai Rp. 6.885.561.091.00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.198.774.125,00 

J) Belanja Modal RD 42,555,098.646,00 

RD 117 639.433.862.00 

3. Pembiayaan 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

Rp 441 999,992.980.00 

p. 5067239868,3200 

a. 

b 

Penerimaan 

Pengeluaran 

Rp 56.130.355.025,54 

RD 1,725,000.000,00 

• 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
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Rp. 

Rp 

54405355025,54 

59 472.594.893,86 



Pasal2 

{ingkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I tercantum data,, Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud data pasal 1 dirinei teih Ii 1 dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagairana dimaksud ..an pasal 3 tercantum at,, Lampiran II Peraturan Bupati Klungkung ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Klungkung in 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal din.ngkan. 
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupani im den, penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung 

Ditetapkan di Semarapura 
al 3 Oktober 2011 

Diundangkan di Semarapura 
as • ber 2011 

(l_ 
ii6lei¢ 

5 _l 
7/ 

BERITA DAER\ «KBUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 N0MOR 27 
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